PENGADAAN BARANG 
DAN JASA PUBLIK

1.  P e n d a h u l u a n

a. Pengantar

Mahasiswa/i dapat memahami  konsep dan siklus pengadaan  barang dan jasa sektor publik
b. Indikator Hasil Belajar

Pada akhir perkuliahan mahasiswa /i  diharapkan mampu:

1.Menjelaskan Teori barang dan jasa publik: barang & jasa publik vs barang dan jasa swasta, konsep utama  barang & jasa publik, standar harga, kebijakan  pengadaan barang dan jasa publik, pelaksanaan  pengadaan barang dan jasa  di sektor publik dengan cara swakelola.

2.Memahami dan menjelaskan  Sistem pengadaan barang dan jasa sektor publik.

3. Memahami dan menjelaskan  Siklus  pengadaan barang dan jasa sektor publik: penetapan peraturan pelaksanaan anggaran, distribusi anggaran  ke masing maisng organisasi/unit, penentuan program yang  membutuhkan  pengadaan barang dan jasa , analisis  anggaran pengadaan, pengumuman pengadaan, proses tendering, pengumuman hasil pengadaan, serah terima barang dan jasa, proses kepemilikan dan penggunaan barang & jasa,

4. Memahami dan menjelaskan  Teknik pengadaan barang dan jasa.

5. Melakukan praktek pengadaan barang & jasa di organisasi sektor publik
c. Materi 
a. Teori barang dan jasa publik: barang & jasa publik vs barang dan jasa swasta, konsep utama  barang & jasa publik, standar harga, kebijakan  pengadaan barang dan jasa publik, pelaksanaan  pengadaan barang dan jasa  di sektor publik dengan cara swakelola.

b. Sistem pengadaan barang dan jasa sektor publik

c. Siklus  pengadaan barang dan jasa sektor publik: penetapan peraturan pelaksanaan anggaran, distribusi anggaran  ke masing maisng organisasi/unit, penentuan program yang  membutuhkan  pengadaan barang dan jasa , analisis  anggaran pengadaan, pengumuman pengadaan, proses tendering, pengumuman hasil pengadaan, serah terima barang dan jasa, proses kepemilikan dan penggunaan barang & jasa,

d. Teknik pengadaan barang dan jasa.

e. Praktek pengadaan barang & jasa di organisasi sektor publik.

 d.   Metode Pembelajaran

1)  Metode ceramah ;

2)  Metode diskusi,

3)  Metode aplikasi pada Pemerntah Daerah / Pusat
2. Materi 

A. TEORI BARANG DAN JASA PUBLIK

1. Sifat dan Lingkup Pengadaan Barang dan Jasa Publik

Government procurement is the acquisition of goods, services, and public works in a timely manner results in best value to the government and the people. (Salvatore Schiavo-Campo dan Pachampet Sundaram, 2000)

Kalimat di atas menunjukkan definisi pengadaan barang dan jasa pemerintah, yaitu perolehan barang, jasa, dan pekerjaan publik dalam cara dan waktu tertentu yang menghasilkan nilai terbaik bagi pemerintah serta masyarakat. Proporsi utama pengeluaran publik pada setiap level organisasi sektor publik adalah pengadaan barang dan jasa serta aktivitas konstruksi. Lemahnya manajemen pengadaan barang dan jasa tersebut akan akan berdampak terhadap kualitas pelaksanaan proyek dan fungsi sektor publik bersangkutan. Selain itu, dampak tersebut juga dapat berupa penundaan kegiatan atau pencairan dana sehingga manfaat program yang diharapkan masyarakat turut tertunda. Berdasarkan sejarahnya, peran pelayanan publik dalam mengadakan barang dan jasa ditujukan untuk melayani raja. Hal ini tercatat pada abad ke-17 di kerajaan Inggris oleh Samuel Pepys (1662). 

Dalam organisasi sektor publik, yang termasuk pengadaan barang dan jasa publik adalah pengadaan barang dan jasa bagi seluruh bagian organisasi sektor publik. Pengadaan barang dan jasa dalam arti luas mencakup isu strategi pengadaan barang dan jasa, penyimpanan, distribusi, pemantauan kontrak, dan manajemen penyedia layanan. Pengadaan barang dan jasa merupakan aliran konsumsi dan disajikan sebagai input antara; sedangkan pekerjaan publik  dan konstruksi (jalan, jembatan, gedung dan lainnya) mewakili output akhir yang berwujud. Dengan demikian, standar dan spesifikasi untuk tender pengadaan konstruksi serta pengadaan barang dan jasa yang lain merupakan hal yang berbeda. Sedangkan pada system desentralisasi, otonomi diterapkan sehingga pejabat pelaksana fleksibel dalam mendapatkan barang dan jasa di bawah program yang didanai bagian pengadaan, atau sebagai entitas yang berfungsi membawa kepentingan bagian pengadaan di unit kerja. 

Dalam pengadaan barang dan jasa, terdapat perbedaan yang mendasar antara proses pengadaan barang dan jasa di pemerintah dan di perusahaan swasta. Perusahaan swasta kurang menekankan persaingan penawaran secara formal, prosedur yang didokumentasikan, dan mendesak konflik kepentingan yang terkait pemerintah. 

Kesalahan atau pelanggaran dalam pengadaan barang dan jasa publik dapat menimbulkan dampak politis yang luas, sehingga media dan publik ditempatkan sebagai subjek. Pengadaan barang dan jasa publik sering kali digunakan sebagai alat bagi tujuan kebijakan publik, seperti membantu mengembangkan pertumbuhan industry kecil di daerah, kelompok perempuan, atau kelompok marginal (tidak mendapatkan manfaat pembangunan). 

2. Tujuan Pengadaan Barang dan Jasa Publik

Ekonomi

Dalam pengadaan barang dan jasa publik serta swasta, criteria ekonomi mengacu pada bagaimana memperoleh barang dan jasa dengan spesifikasi dasar waktu serta harga terendah.

Substitusi Impor

Strategi pengadaan barang dan jasa organisasi publik dapat mendorong pertumbuhan industri lokal dengan memberikan pilihan kepada pemasok lokal, atau membatasi pembelian pada perusahaan asing. Ada beberapa pilihan yang dimiliki perusahaan domestik dalam menghadapi persaingan penawaran internasional secara tradisional dikenali oleh organisasi donor, seperti Bank Dunia. 

Pengembangan Persaingan

Persaingan dalam pengadaan barang dan jasa didefinisikan sebagai kesempatan yang sama bagi pemasok (supplier) yang memenuhi klasifikasi untuk bersaing dalam mencapai kontrak publik. Peningkatan persaingan dalam pengadaan barang dan jasa publik merupakan tujuan dari organisasi sektor publik yang didukung organisasi-organisasi internasional. Di Negara berkembang, persaingan sering kali dibatasi oleh pasar tidak sempurna, seperti rintangan untuk masuk dan kesenjangan informasi bagi pemasok kecil serta kurang berpengalaman. 

Dimensi Penataan

Prinsip utama dalam good governance menyiratkan prinsip serta peraturan pangadaan barang dan jasa yang konsisten, kualifikasi kontraktor, penyerahan penawaran, dan manajemen kontrak. Akuntabilitas dan transparansi adalah hal yang sangat vital bagi manajemen pengadaan barang dan jasa yang baik.

Perlindungan terhadap Kepentingan Masyarakat

Ada tidaknya pertanggungjawaban atas kebijakan pelayanan merupakan hal yang terpisah dari pemberian pelayanan itu sendiri. Organisasi sektor publik bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pelayanan tersebut dapat menjangkau masyarakat.

Perlindungan Lingkungan

PBB menganjurkan pemeliharaan kualitas lingkungan dan pengurangan sampah sebagai bagian dari pengadaan barang dan jasa. 
3. Isu-isu Organisasi dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Pengabaian Sistematis

Permasalahan mendasar dalam pengadaan barang dan jasa  publik adalah perasaan tidak memiiki kepentingan, dan sikap pengabaian oleh bagian operasi pengadaan di mana tanggung jawab pengadaan barang dan jasa secara moral diserahkan ke "specialists". Keterlibatan manajemen biasanya dipandang sebagai campur tangan yang member nilai tambah dan kehormatan. Berikut adalah hal-hal yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa yang menyebabkan tidak baiknya hubungan antarbagian administrasi publik. Pertama, seluruh bidang administarasi publik mempunyai sejarah kegagalan implementasi sistem pengadaan barang dan jasa. Kedua, efektivitas bagian pengadaan organisasi sektor publik sangat tergantung pada pencapaian keseimbangan antara pengendalian dan fleksibilitas. 

Penetapan Organisasional

Manfaat utama sentralisasi adalah bahwa pegawai pengadaan barang dan jasa di organisasi sektor publik mengetahui hukum, kebijakan, dan prosedur, serta mempunyai daya ingat kelembagaan untuk memperoleh keuntungan yang maksimal bagi organisasi sektor publik. Pada sisi lain, desentralisasi akan mempercepat proses dan penempatan yang besar dengan penekanan pada pelayanan serta barang yang harus disediakan. Membangun mekanisme konsultasi dalam proses pengadaan barang dan jasa akan sangat berguna tidak hanya untuk member organisasi publik manfaat atas pembelanjaan ‘nasihat’ ahli, namun juga untuk mengecek kelalaian dalam pengadaan barang dan jasa. 

4. Apa yang Didelegasikan dan Kapan?

Isu umum

Isu pendelegasian dan desentralisasi berputar menuju keseimbangan antara efisiensi dan risiko. Risiko meningkat dengan adanya pendelegasian pengadaan barang dan jasa . namun, solusinya bukanlah sentralisasi pengadaan barang dan jasa. Risiko harus dikaitkan dengan semua unit yang terkait. Pada umumnya, tiga variabel yang menentukan derajat risiko adalah:

· Kekhususan

· Struktur pasar

· Ukuran dan kerumitan transaksi

5. Menjaga Keterpaduan dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Area Korupsi

Korupsi dapat terjadi dalam pengadaan barang dan jasa, terutama pada kondisi berikut:

· Aturannya tidak jelas dan tidak mudah diakses publik

· Dokumen penawaran kurang baik atau banyak interpretasi

· Spesifikasi dan standar tidak jelas serta pengawasan kontarak lepas

Yang dapat dilakukan unit pengadaan barang dan jasa terkait korupsi:

· Menyesuaikan spesifikasi untuk memberikan manfaat kepada pemasok khusus atau kontraktor

· Membatasi informasi tentang kesempatan penawaran hanya pada beberapa penawar potensial

· Menegaskan pentingnya pernyataan untuk memberikan kontrak dengan dasar sumber daya tunggal

· Memberikan penawar yang lebih disukai informasi rahasia ketimbang penawar yang lain

· Mendiskualifikasi pemasok potensial melalui prekualifikasi yang tidak layak atau biaya penawaran yang berlebihan

· Terlibat langsung dalam kolusi dengan penawar, atau keterlibatan lain untuk mengubah proses secara keseluruhan.

Upaya-upaya internasional untuk Menjamin Keterpaduan dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Lembaga pemberi pinjaman internasional, seperti Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), Bank Dunia, dan ADB berkontribusi secara signifikan dalam pemberantasan korupsi pada pengadaan barang dan jasa. Prinsip umum pengadaan barang dan jasa pada PBB adalah mensyaratkan seluruh pegawai pengadaan barang dan jasa organisasi publik untuk menjaga keterpaduan standar yang tidak dapat disangsikan dalam menjamin hubungan bisnisnya, baik ke luar maupun ke dalam organisasi yang dipekerjakan, dan tidak memanfaatkan organisasinya demi keuntungan pribadi. 

Pengembangan Kapasitas Pengadaan Barang dan Jasa Publik

Walsh dan Leigland (dalam Perry 1986), menyatakan bahwa standar keahlian dan profesionalitas pegawai pengadaan barang dan jasa tidaklah mudah dicapai. Administrasi pasca kontrak dan pengamatan membutuhkan keahlian khusus untuk memastikan bahwa kewajiban kontrak dipenuhi secara tepat waktu dan memecahkan permasalahan yang ada. Manajemen membutuhkan arahan teknis (moduler) dalam pelatihan manajemen pengadaan barang dan jasa untuk pelayanan sipil. Kamar dagang dan asosiasi kontraktor di negara-negara yang berbeda, dapat juga mengembangkan jaringan serta praktek pengadaan barang dan jasa yang baik, melalui program pelatihan untuk manajer pengadaan barang dan jasa publik.

6. Barang dan Jasa Publik vs Barang dan Jasa Swasta

barang publik adalah barang kolektif yang harus dikuasai oleh organisasi sektor publik. Sifatnya tidak eksklusif dan diperuntukan bagi kepentingan seluruh warga dalam skala luas. Sedangkan barang swasta adalah barang khusus yang dimiliki oleh swasta. Sifatnya eksklusif dan hanya bisa dinikmati oleh mereka yang mampu membelinya, karena harganya disesuaikan dengan harga pasar menurut rumus sang penjual. Adalagi barang setengah kolektif yang dimiliki oleh swasta atau patungan swasta dan pemerintah. Seharusnya barang ini tidak boleh bersifat eksklusif, dan pemerintah harus ikut menentukan harga penjualannya, yang biasanya tidak terjangkau oleh rakyat kecil.
Penyediaan Pelayaan

Alasan mengapa sektor swasta cenderung bekerja lebih efisien dan efektif;

· Sektor swasta mempunyai fleksibilitas dalam hal pengelolaan sumber daya, sehingga  perubahan permintaan pasar mudah ditanggapi.

·  Adanya persaingan pelayanan mendorong lebih baiknya mutu pelayanan dengan harga yang lebih murah bagi pelanggan.

Beberapa pengecualian dalam pemenuhan kepentingan pelanggan:

· Pelanggan tidak mampu menilai mutu pelayanan. Jika ini terjadi, sektor publik harus menetapkan sejumlah standar mutu untuk melindungi konsumen.

· Tidak terjadi persaingan antara para pemberi pelayanan. Jika terjadi monopoli secara alamiah, maka sektor swasta kurang mendapat insentif untuk beroperasi secara efisien. Maka intervensi publik sekali lagi dibutuhkan untuk menjamin terpenuhinya standar harga, mutu, dan persaingan.

· Adanya faktor luar yang negatif yang mempengaruhi pelayanan. Jika pemberian suatu pelayanan atau barang mempunyai dampak negatif terhadap orang lain yang bukan produsen atau konsumen pelayanan/barang itu maka pemerintah harus mengintervensi untuk menghilangkan faktor tersebut atau setidaknya menjamin ganti rugi pantas.

Pemberian pelayanan membutuhkan kemitraan antara sektor swasta, publik, dan organisasi kolektif.

Perubahan Kelembagaan

Ketidakmampuan untuk memahami cara baru dalam mengerjakan sesuatu disebut kebutaan paradigma. Agar sebuah lembaga pemerintah terbuka terhadap asaran-saran dari lembaga yang mewakili konsumen, atau bersedia mempertimbangkan pengalihan ke sektor swasta, suatu perubahan persepsi atau paradigma baru perlu dilakukan. Langkah awal dalam mengatasi kebutaan paradigm adalah mencari apa yang bisa dilakukan untuk mengubah cara kerja.

7. Standar Harga

Rancangan anggaran pendapatan dan belanja pada dasarnya memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan organisasi sektor publik demi melaksanakan kewenangannya dalam penyelenggaraan kegiatan operasi organisasi, serta pelayanan umum selama satu tahun anggaran, baik itu pelayanan pengadaan barang yang berbentuk fisik maupun barang dalam arti jasa (pelayanan publik). Untuk menyusun anggaran pendapatan dan belanja, organisasi sektor publik membutuhkan standar harga sebagai acuan bagi unit kerja/dinas untuk mengukur aktivitas dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja.

Tujuan dan Manfaat Standar Harga

Penerapan standar harga pada dasarnya akan memberikan tujuan serta manfaat berikut:

a) Menghindari adanya belanja yang kurang efektif dalam upaya pencapaian kinerja

b) Terciptanya acuan standar harga yang normal mengenai barang dan jasa yang dapat dijadikan acuan bagi unit kerja yang ada di organisasi pemerintahan maupun organisasi publik lainnya

c) Terciptanya komunikasi yang lebih efektif dalam penyusunan anggaran

8. Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Publik

Organisasi telah mengambil beberapa inisiatif untuk memperbaiki penyelenggaraan organisasi, antara lain:

a) Reformasi peraturan.

b) Perumusan strategi reformasi pegawai atau keanggotaan organisasi.

c) Rancangan peraturan organisasi untuk memantapkan manajemen keuangan organisasi.

d) Pembentukan komisi anti korupsi pada organisasi.

e) Pembentukan kemitraan bagi pembaruan tata organisasi.

 Demikian pula dalam bidang pengadaan barang dan jasa, peraturan harus ditetapkan demi mengatur tata laksana pengadaan barang dan jasa. Keppres 61 Tahun 2004 telah mengatur dengan tegas dan jelas mengenai prosedur pengadaan barang dana jasa, termasuk pembinaan dan pengawasannya.
B. Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Sektor Publik

1. Kerangka Kerja Hukum dan Peraturan Bagi Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan Barang dan Jasa Publik serta Hukumnya

Kerangka kerja hukum bagi pengadaan barang dan jasa publik termasuk kewajiban internasional, perundang-undangan khusus pengadaan barang dan jasa, kontrak dan hukum perdagangan secara umum, serta hukum hak paten dan hak cipta, hukum ketenagakerjaan, hukum sewa menyewa dan kesepakatan sewa-beli, arbitrasi, serta konsolidasi.

Kerangka Kerja Aturan

Banyak Negara yang mengandalkan undang-undang kontrak umum untuk mengatur pengadaan barang dan jasa publik menerapkan aturan internal yang menentukan proses formal penawaran, evaluasi penawaran, penyerahan dan kesimpulan kontrak, serta pengelolaan kontrak. Regulasi pengadaan barang dan jasa seerta aturan audit menempatkan kepercayaan yang besar pada persaingan dan tujuan pembuatan keputusan, kecuali dalam keadaan darurat, seperti bencana alam. Pendekatan ini sering kali menghasilkan aturan pengendalian yang luas. Setelah pengaturan kontrak, regulasi yang tegas tentang pelanggaran kontrak dan kinerja kontraktor yang tidak memuaskan perlu diterbitkan. Rumitnya tata aturan yang ada menyebabkan munculnya pergerakan untuk mempersingkat dan menggabungkan hukum serta undang-undang mengenai transaksi pengadaan barang dan jasa.

2. Penggunaan Kode Model (Model Codes)

Pada tahun-tahun belakangan ini, penekanan ditempatkan pada penyeragaman kode pengadaan barang dan jasa dalam mengatur kerangka kerja dasar pengadaan barang dan jasa yang dilengkapi dengan aturan yang lebih rinci oleh organisasi sektor publik. Di tingkat daerah, satu upaya pertama kali pada penyeragaman kode pengadaan barang dan jasa adalah Model Procurement Code for State and Local Governments di Amerika Serikat. Sedangkan Uni Eropa meminta dengan tegas penyelenggaraan model kode pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan kondisi Negara-negara anggotanya.

3. Manual dan Prosedur

Manual pengadaan barang dan jasa publik terdiri dari (i) manual kebijakan yang termasuk aturan pembelian dan prosedur administrasi; (ii) manual dan prosedur operasi praktek internal; dan (iii) manual vendor yang sering kali berbentuk booklet mengenai bagaimana melakukan kerjasama dengan organisasi sektor publik. Organisasi yang mengadakan barang dan jasa harus mempunyai dokumentasi kebijakan, petunjuk, norma, standar, manual, prosedur, catatan, dan kertas kerja terkait. Unsure utama sistem dokumentasi pengadaan barang dan jasa adalah: 

1) Manual kualitas (Quality Manual)

2) Standar prosedur pelaksanaan (Standard operating procedures=SOP)

3) Perubahan kebijakan pengawasan (change control policy)

4) Kode pelaksanaan (code of conduct) = aturan pelaksanaan

5) Petunjuk mengenai konflik kepentingan (guidelines on conflict of interest)

6) Daftar prakualifikasi produk dan organisasi pemasok barang dan jasa (list of prequalified products and manufacturers)

7) Penyelenggaraan catatan (maintenance of records)

C. Siklus Pengadaan Barang dan Jasa Sektor Publi






D.Teknik Pengadaan Barang dan Jasa Sektor Publik

1. Proses pengadaan barang dan jasa

Bentuk dan tahapan pengadaan barang dan jasa
Bentuk pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di berbagai organisasi sektor publik tergantung pada sifat barang dan jasa, ukuran dan kerumitan kontrak, tingkatan administratif, serta struktur pasar. Prosedur pengadaan barang dan jasa secara khusus dapat dikembangkan serta diaplikasikan pada kasus tertentu, seperti:

· Penawaran yang kompetitif (internasional dan nasional)

· Pembelanjaan (internasional dan nasional)

· Kontrak langsung (terkadang disebut dengan sumber kontrak tunggal atau pemilihan langsung)

· Kekuatan akun

· Pengadaan barang dan jasa melalui agen

Persaingan Penawaran


Penawaran yang kompetitif adalah penentuan ambang nilai dalam pengadaan barang dan jasa, di mana yang dipilih harus berada di atas ambang tersebut. Tahapan proses penawaran yang kompetitif adalah:

· Prapenawaran (Prebid)

· Pengumuman dan undangan penawaran kepada publik

· Pembukaan dan evaluasi penawaran

· Pemecahan keluhan

· Pemberian kontrak dan kesimpulan

2 Bentuk pengadaan barang dan jasa

Sumber pengadaan barang dan jasa tunggal

Pengadaan barang dan jasa publik dengan sumber tunggal disebut single-tender purchase atau pilihan langsung atau kontrak langsung. Hal ini layak dilakukan menyangkut pembelian sistem dan peralatan dalam kondisi darurat atau bencana alam, dengan memenuhi kondisi standardisasi perlengkapan atau suku cadang (dan harga yang pantas). Pemilihan langsung sering kali digunakan di Negara berkembang.

3. Administrasi kontrak dan pengawasan

Pentingnya administrasi kontrak

Administrasi kontrak dan pengawasan merupakan area yang terabaikan di berbagai organisasi sektor publik, yang mencerminkan kapabilitas pelaksanaan yang rendah di organisasi sektor publik. Secara umum kontrak harus dilaksanakan dan diawasi secara hati-hati. Efektifitas pengelolaan kontrak sangat dipengaruhi oleh keputusan yang dibuat lebih dahulu pada perolehan kontrak. Kesepakatan yang dicapai bersifat ambiguitas, tidak realistis, atau menimbulkan konflik yang dapat mempersulit manajer publik untuk mengawasi pelaksanaannya. Banyak kontrak yang tidak mempunyai standar kinerja yang jelas, yang mengizinkan pekerjaan kontraktor dinilai dan juga melindungi kontraktor dari intervensi arbitrasi.

4. pengawasan pelaksanaan kontrak

Pengawasan dilakukan sepanjang kontrak. Pelaksanaan pengawasan kontrak termasuk meereview laporan kontraktor, melakukan pemerikasaan, mempersiapkan audit, dan memperoleh umpan balik dari masyarakat. 

5. pengadaan barang dan jasa militer

Pengadaan barang dan jasa militer berbeda dengan pengadaan barang dan jasa sipil. Hal ini terjadi atas pertimbangan keamanan social akibat pelaksanaan yang kurang transparan dibandingkan dengan bentuk lain dari pengadaan barang dan jasa. Kerahasiaan demi keamanan menyebabkan diabaikannya persediaan yang ada dalam pembelian peralatan utama. Hal ini mempersulit organisasi audit untuk melaksanakan audit dan kewaspadaan. Di Negara yang dasar industri pertahanannya masih lemah dan kapasitas evaluasi pembeliannya kurang memadai, potensi penyuapan serta bahaya kurang efisiensinya pembelian peralatan sangatlah besar. Dampak yang paling nyata adalah peningkatan utang luar negri untuk belanja pertahanan.

E. contoh praktek pengadaan barang dan jasa di organisasi sektor publik

a) pemerintah pusat

dalam organisasi pemerintah pusat, kegiatan pengadaan barang dan jasa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan akan barang atau jasa dalam mendukung kegiatan operasional kenegaraan serta pelayanan kepada rakyat dengan menggunakan dana APBN. Kegiatan pengadaan barang dan jasa untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dilakukan dengan mempertimbangkan tahapan dan jadwal pelaksanaan pemilu.

b) pemerintah daerah

pada intinya, proses dan prosedur pengadaan barang dan jasa di pemerintah daerah sama dengan di pemerintah pusat, hanya ruang lingkup dan tingkatan/strukturalnya saja yang berbeda.

12. proses kepemilikan serta penggunaan barang dan jasa





Penetapan peraturan pelaksanaan anggaran





6. pengumuman pengadaan





5. analisis anggaran pengadaan barang dan jasa





4. penentuan program yang barang dan jasanya perlu dikelola





3. pembuatan peraturan pengadaan barang dan jasa





2. distribusi anggaran ke masing-masing organisasi/unit





11. serah terima barang/jasa





10. pengerjaan pengadaan





9. penandatanganan SPK





8. pengumuman hasil pengadaan





7. proses tendering
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